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ABSTRAK :  Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang antara lain mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan 

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. 

 

 Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 

Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 5 Tahun 1960; UU 

No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 

2013; Perdais No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan 

Perdais No. 1 Tahun 2015. 

 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: a) pengelolaan Tanah 

Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terdiri dari penatausahaan, 

pemeliharaan dokumen, dan pengawasan; dan b) pemanfaatan 

Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terdiri dari 

pelindungan, penggunaan, dan pelepasan. Tanah Kasultanan 

adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon 

dan Tanah Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di 

kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Tanah Kadipaten adalah tanah 

hak milik Kadipaten yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah 

Bukan Keprabon atau Dede Keprabon yang terdapat di 

kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Kasultanan dan Kadipaten 

sebagai badan hukum merupakan subyek hak milik atas tanah 

yaitu Tanah Kasultanan untuk Kasultanan dan Tanah Kadipaten 

untuk Kadipaten. Dalam menjalankan kewenangan pengelolaan 

dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, 

Kasultanan dan Kadipaten difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 

Dalam menjalankan fasilitasi tersebut, Pemerintah Daerah 

melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. 

CATATAN :  Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 

2017. 

 Pada saat Peraturan Daerah Istimewa ini mulai berlaku: a. 

masyarakat/institusi yang telah menggunakan Tanah Kasultanan 

atau Tanah Kadipaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah 

Istimewa ini dan sudah memiliki Serat Kekancingan dapat 

melanjutkan penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan 

ketentuan perundang-undangan; b. masyarakat/institusi yang 

telah menggunakan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten 

sebelum berlakunya Peraturan Daerah Istimewa ini dan belum 

memiliki Serat Kekancingan harus mengajukan permohonan Serat 

Kekancingan kepada Kasultanan atau Kadipaten; dan c. tanah desa 

yang telah disertifikatkan dengan status hak pakai, harus dilakukan 

penyesuaian status hak pakai diatas Tanah Kasultanan atau Tanah 

Kadipaten sesuai asal-usul tanah desa berdasarkan Peraturan 

Daerah Istimewa ini. 

 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa ini, semua 

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertanahan di DIY 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Daerah Istimewa ini. 

 Penjelasan: 7 hlm. 


